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Perhbatasan Kadar Nikotin Dan Tar

Komisi IV: Industri Sulit
Serap Tembakau Lokal

Komisi [V DPR meminta Pemerintah mencari solusi
terbaik atas rencana pengaturan batas kadar nikotin
serta tar pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Pertimbangkan
kelangsungan hidup para petani tembakau dan
keberlanjutan industri hasil tembakau (IHT) nasional.

WAKIL Ketua Komisi IV DPR
Panggah Susanto menyampai-
kan kekhawatiran petani terkait
rancangan ketentuan batas kadar
nikotin dan tar rokok. Regulasi
itu berpotensi berdarmpak luas ter-
hadap sektor pertembakauan
nasional jika Pemerintah tidak
mengimbanginya melalui kebijak-
an petekonomian yang sejalan
dengan aspek kesehatan.

Dia bilang, PP Nomor 28 Tahun
2024 tidak hanya membatasi pro-
duk hasil tembakau secara lang-
sung, tapi juga berpatensi meme-
ngaruhi seluruh rantai pasok indus-
tri. Hal ini melalui penyeragaman
bentuk maupun waima kemasan,
pembatasan kadar niketin serta
tar, hingga larangan penggunaan
bahan tambahan pada rokok.

Tanpa jalan tengah adil. regulasi
itu bakal menurunkan daya serap
industr terhadap tembakau lokal
vang memiliki karakeeristik kadar

nikatin khas. “Kondisi itu bakal
menekan volume penyerapan
hasil panen para petani tembakau
di seluruh wilayah dalam negeri
kita," katanya, Jumat (25/7/2026).
Penurunan.penyerapan- teni-
hakau secara berlanjut, kata Pang-
gah, akan memicu merosothya pe-
nerimaan negaraserta melonjaknya
angka pengangguran di sektor
perkebunan tembakau. Makanya,
Komisi [V DPR mendorong Pe-
merintah segera merumuskan
kebijakan seimbang antara per-
lindungan kesehatan masyarakat
dengan kelangsungan sektor per-
tembakauan nasional secara adil
Sektor 1T, sambungnya, mem-
berikan koniribusi yang sangat
signifikan bagi perekonomian
nasional. Sektor it mampu me-
nyumbang penerimaan negara le-
bih dari Rp 200 tiliun setiap tahun
melalui Cukai Hasil Tembakau
(CHT). Selain itu, ekosistem
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Panggah Susanto

pertembakauan turut menyerap
sekitar enam juta tenaga kerja di
berbagai daerah.

Dia minta Negara melihat po-
sist industri tembakau secara adil
demi menjaga keseimbangan
antara kepentingan kesehatan
masyarakat dan keberlanjutan
ekonomi nasional. Pemerintah
harus menyusun kajian mendalam
secara komprehensif. *Agar se-
luruh aspek terkait bisa dipertim-
bangkan secara tepat, serta adil
bagi semua pihak,” ucapnya.

Angpota Komist IV DPR Fir-
man Soebagyo menambahkan.
negara wajib memberikan per-
lindungan kepada petani tem-

bakau akibat kebijakan yang
belum selaras. Kehadiran negara
dibituhkan agar masyarakat per-
tembakauan tidak berjalan tanpa
perlindungan dati Kementerian
Kesehatan maupun Kementerian
Koordinator Pembangunan Ma-
niisia dan Kebudayaan.

Menurut Firman, Pemerintah
perlu segera melakukan sinkro-
nisasi kebijakan antarkement-
erian dalam penyusunan aturan
pembatasan kadar nikotin dan
tar rokok. agar tidak membebani
petani. Karena, karakteristik
komoditas tembakau [ndonesia
sangat betbeda dibanding negara
lain. “Formulast kebijakan wajib
disesuaikan dengan kondisi riil
di dalam negerl,” tegasnya.

Sebagai contoh, komoditas
tembakau Temanggung memi-
liki kadar nikotin alami vang
mencapai 5 hingga 10 miligram
(mg). Kondisi itu membuatnya
sulit memenuhi batas maksimal
yang tengah dibahas Pemerintah.
Karena itu. Pemerintah harus
memilikl arah kebljakan yang

jelas terhadap masa depan ko-

morlitas tembakau nasional.
Rancangan pembatasan ka-

dar nikotin dan tar terbukti

tidak sesual dengan karakieris-

tik alami tembakau Indonesia.
Terbukii dari dampak langsung
pada keberlanjutan varietas term-
bakau Temanggung. “Kepastian
regulasi yang adil bakal jadi
kunci utama agar sektor per-
tembakauan nasional dapat terus
berkembang secara berkelanju-
tan,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Aliansi
Masyarakat Tembakau Indone-
sla (AMTI) Edy Sutopo meng-
ingatkan Pemerintah agar tidak
menerapkan regulasi berlebihan
pada sektor [HT. Aturan yang ter-
lalu ketat berisiko menghilang-
kan kontribusi ekonomi sebesar
Rp 710 triliun per tahun, sekali-
gus memicu lonjakan rokok
ilegal. Ekosistern pertembakauan
nasional selama ini sudah berdiri
cukup kuat.

Kata dia. sektor pertembakau-
an menyerap sekitar enam juta
tenaga kerja dan menciptakan
aktivitas ekonomi Rp 710 triliun
Sektor ini juga menghasilkan
devisa 2 miliar dolar AS (sekitar
Rp 34 triliun] serta CHT melebi-
hi Rp 200 teiliun. *Jika ditambah
pajak lainnya, kontribusinya
mencapal Rp 300 eriliun atau
10 persen penerimaan negara,”
bebernya. w pys
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